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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMoR:800/1! /BKPSDM-2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENERIMA,/PEMERIKSA BARANG DILINGKUNGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SETATAI{
TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPATA BADAN (EPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SETATAN

: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung Pemerintah dilingkungan Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten pesisir selatan Tahun
Anggaran 2018 serta untuk mendapatkan Barang!asa yang bekualitas, maka perlu dibentuk
Peiabat Penerima/Pemeriksa Baranglasa.

b. bahwa untuk mewujudkan maksud hurudf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Dan pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten pesisir selatan.

: 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten,
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 56) Jis undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957, (Lembaran Negara
Republik Indonesia 1957 Nomor 77, jo undang-undang Nomor 58 Tahun 195g (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L958 Nomor L08, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42g6);

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor s,tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a3ss);

4. undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

5. undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimhangan Keuangan Antara pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NeBara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 443g);

6. undang -undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5494);

7. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor z44,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5587),sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5589);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedomoan pembinaan dan pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z00i Nomor
L65 ,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

L0.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja rnstansii
Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik tndonesia Nomor 4614);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah Daerah /Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4737);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

L3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedomon penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 9 Tahun z0o8 tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuanggan Daerah;

L5.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor g rahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten pesisir selatan;

16.Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 37 Tahun 2019, tentang penjabaran Anggaran
Pefldapatan dan Belan.ja Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Membentuk Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
terpisahkan dari Keputusan ini.

dilingkungan Badan Kepegawaian Dan
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,
ini dan merupakan bagian yang tidak

Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU mempunyai iugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan ,/pengujian.c. Membuat dan Mendatangani Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan.



KETIGA

E EMPAT

: segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Badan Kepegawaian Dan pengembangan sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam kepanitian ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2020

DAN P EN6EMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATANl
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